undang cukai yang memberi ruang bagi pelaku tindak pidana cukai
untuk mengabaikan pidana denda.

3. Diharapkan kepada hakim dalam setiap putusannya, terkhusus
pada kasus tindak pidana cukai untuk mengupayakan penerimaan
negara, karena dampak negatif terbesar dari tindak pidana cukai

adalah kerugian pendapatan negara bukan tindak pidana fisik.
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